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KEPUTUSAN BUPATI I{ALMAIIERA BARAT
NOMOR 5 /KPrS/ 1/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAI{ARA PEIYGTLUARAN
PADA SATUAN KER*'A BADAN PEIIIGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABI'PATEI{ I{ALMAHERA BARAT
TAIIUN ANGGARAN 2016

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerair sebagaimana diatur daiarn Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan prograrn dan kegiatan diparrdang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmaher a Barat Tahun Anggaral 2O 16 ;

b. bahwa Saudari RAHMATIA RAYS yang diusulkan oleh
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna
anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta
mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
ke{a Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OLG.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 6o rahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Matuku menjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OAO tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halrnahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor
Perbendah ar aarr Negara;

1 Tahun 2OO4 tentang

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23 Tallun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ..1..
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja
Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Surat Usulan Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 9OO/a36/BPKAD/2OI5 tanggal, 17 Desember
2015, Perihal: Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAIi[:

Menunjuk Saudari RAHMATIA RAYS NIP. 630 008 218
sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 dengan atasan
langsungnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yarg
berlaku.
Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECIMEN
BENDAIIARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : D )anvar"l z0ta

PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum ---=>-'--)-

-/
Kepala DPKAD /r1
Kabag. Hukum & Orgs l/w

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan MaIuku Utara di Ternate,
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

BUPATI I{ALMATIERA BARA'[,

//'/
NAMTO H. ROBA
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